
 
 

Pertanyaan Untuk Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial 

1. Apa saja permasalahan utama yang dihadapi pemerintah kabupaten kerinci 

khusus nya Dinas Sosial terhadap masalah kemiskinan? 

2. Dalam mengurangi angka kemiskinan Kabupaten Kerinci memiliki 

regulasi kusus atau memiliki program kusus tidak ? 

3. Bagaimana gambaran umum program penanggulangan kemiskinan yang 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten kerinci? 

4. Berapa jumlah seluruh penduduk miskin di kabupaten Kerinci pada ?  

5. Sejak Kapan dilaksanakan nya PKH di Kabupaten Kerinci ? 

6. Atas dasar apa dilaksanakannya PKH di kabupaten Kerinci ? 

7. Kendala yang dihadapi dinas sosial sendiri sebagai penyelenggara PKH itu 

apa ? 

8. Apakah dinas sosial melakukan monitoring atau evaluasi kepada 

pendamping? 

9. Bagaimana gambaran proses report program sampai saat ini? 

10. Dengan adanya PKH apa masalah kemiskinan di Kabupaten Kerinci sudah 

berkurang atau tidak ? 

11. Bagaimana penilaian mengenai pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci ? 

a. Pelaksanaan PKH 

b. Penerima PKH 

c. Peran pendamping 

d. Faktor pendukung dan penghambat 

 



 
 

Pertanyaan Untuk Koordinator Pendamping (UPPKH Kabupaten) 

1. Apa tugas, fungsi dan tanggungjawab UPPKH Kabupaten? 

2. Sejak Kapan dilaksanakan nya PKH di Kabupaten Kerinci ? 

3. Atas dasar apa dilaksanakannya PKH di kabupaten Kerinci ? 

4. Bagaimana gambaran umum tentang PKH ? 

5. Bagaimana syarat kepesertaan PKH ? 

6. Bagaimana gambaran umum tentang mekanisme pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan mulai dari pemilihan peserta sampai pada penerimaan 

bantuan ? 

7. Bagaimakah proses penentuan besaran bantuan tunai dan kewajiban KPM 

? 

8. Bagaimana proses kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder  terkait 

terutama dengan BPS, dinas kesehatan dan dinas pendidikan ? 

9. Apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat PKH terkait dengan 

peraturan, dan kebijakan kerjasama lintas sektor pada lingkup pelaksanaan 

program? 

10. Bagaima menurut Bapak/Ibu tentang pendanaan program cost sharing 

dengan pemerintah daerah setempat ? 

11. Bagaimana mekanisme kerja UPPKH dalam melakukan realisasi 

pembayaran? 

12. Bagaimana sistem koordinasi dengan SDPD terkait? 

13. Dana pelaksanaan PKH itu sendiri di dapatkan dari dan APBN, sedang 

dana untuk operasionalnya kan dari kabupaten. Apakah dana operasional 



 
 

tersebut mencukupi? Karena  hal tersebut menyangkut efektif atau 

tidaknya pelayanan yang diberikan. 

14. Bagaimana mekanisme terpilihnya peserta PKH ? 

15. Penerima bantuan PKH dikabupaten Kerinci apakah sudah merata di setiap 

kecamatan ? 

16. Berapa peserta PKH dapat menerima bantuan ? 

 

 Pertanyaan Untuk Pendamping Kecamatan (UPPKH Kecamatan) 

1. Apakah saudara mengikuti pembekalan atau pelatihan guna menjadi 

pendamping PKH ? 

2. Bagaiman proses seleksi, pelatihan seperti apa dan bimbingan yang 

diperoleh untuk menjadi pendamping PKH? Apakah hal tersebut telah 

cukup berguna menjadi pemdamping PKH ? 

3. Apa yang menjadi motivasi saudara untuk menjadi pendamping PKH ? 

4. Kompensasi yang diterima untuk menjadi pendamping PKH? 

5. Bagaimana pemahaman saudara mengenai PKH? 

6. Apa peran saudara sebagai pendamping PKH ? 

7. Bagaimana saudara menentukan pemilihan KSM penerima PKH ? 

8. Bagaiamana kondisi kemiskinan KPM yang saudara damping ?apakah 

sudah tepat sasaran ? 

9. Setelah menerima bantuan PKH, apakah ada peningkatan kualitas hidup 

pada KPM yang anda damping ? 



 
 

10. Bagaimana kepatuhan KPM terhadap kewajiban yang harus mereka 

lakukan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan? 

11. Bagaimana koordinasi yang saudara lakukan sebagai pendamping dengan 

KPM agar penerima PKH dapat mengakses pelayanan pendidikan dan 

kesehatan? 

12. Apa tugas-tugas saudara sebagai pendamping ? 

13. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PKH? 

14. Apa saran anda sebagai pendamping untuk memperbaiki pelaksanaan 

PKH? 

 

Peserta Penerima Bantuan PKH Kabupaten Kerinci 

1. Siapa nama Bapak/Ibu? 

2. Apakah Bapak/Ibu mengerti mengapa dijadikan sebagai peserta PKH ? 

3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang PKH? 

4. Jenis bantuan apa yang Bapak/Ibu terima ?Berapa besar bantuan yang 

Bapak/Ibu terima ? 

5. Kewajiban apa yang Bapak/Ibu lakukan setelah menjadi peserta penerima 

bantuan PKH? 

6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan ata kinerja dari pendamping 

PKH? 

7. Apakah menurut Bapak/Ibu bantuan PKH memberikan manfaat ? dan apa 

yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan PKH? 

8. Apa saran Bapak/Ibu untuk perbaikan PKH ? 
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL 
KABUPATEN KERINCI 

TAHUN 2017 
NOMOR  :   465 /      / DINSOS / 2017 

 
 

T E N T A N G 
 

STRUKTUR PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPKH) 
DI KABUPATEN KERINCI  TAHUN 2017 

 
KEPALA DINAS SOSIAL 
KABUPATEN KERINCI 

 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan 
Program  Keluarga Harapan ( PKH ) bagi    
Keluarga    Penerima Mamfaat (KPM), 
maka perlu adanya kesamaan pemahaman 
tentang Kelembagaan Program; 

 
a. bahwa sehubungan dengan maksud  

tersebut  pada huruf  a, perlu membentuk 
Penanggung jawab Pelaksana Program 
Keluarga Harapan ( PPKH ) Kabupaten 
Kerinci Tahun 2017 dengan Surat 
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten 
Kerinci. 

 
 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara;   
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara;   

http://www.pemkabkerinci.org/


 
 

  3. Undang-undang Nomor 15  Tahun 2004 
tentang Pemerksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial; 

  5. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Keppres RI 
Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

  6. Instruksi Pesiden Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pembangunan Berkeadilan; 

  7. Peraturan Presiden Nomor  70 Tahun 
2012 tentang perubahan atas Perpres No. 
54 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa; 

  8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59 
/KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi 
dan Laporan Pemerintah Pusat; 

  9. Peraturan Menteri  Sosial RI Nomor 
82/HUK/2005 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Sosial RI;  

  10. Keputusan Menteri Sosial RI No. 
42/HUK/2007 tentang Program Keluarga 
Harapan bagi Rumah Tangga Sangat 
Miskin 

  11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 
02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana 
Program Keluarga Harapan ( PKH ) tahun 
2008; 

  12. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor : PER -
66/PB/2005 tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara;  

  13. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan No. Per-43/PB/2007 
tentang Petunjuk Penyaluran dan 
Pencairan Dana PKH bagi RTSM; 

  14. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor : Per-
40/PB/20120 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2007 
Tentang Petunjuk Penyaluran dan 



 
 

Pencairan Dana Program Keluarga 
Harapan Bagi Rumah Rangga Sangat 
Miskin . 

 
 
 

MEMUTUSKAN 
 
 

Menetapkan : 
 
Pertama :  Menunjuk/menetapkan  Penanggung 

Jawab Pelaksana Program  Keluarga 
Harapan (PPKH) di Kabupaten Kerinci 
dengan susunan keanggotaan 
sebagaimana tersebut dalam lampiran 
Surat Keputusan ini. 

 
Kedua :  Pelaksana Program Keluarga Harapan ( 

PKH ) Kabupaten Kerinci pada Diktum 
PERTAMA  bertugas  : 

 
a. Bertanggung jawab dalam berbagai 

penyediaan informasi dan sosialisasi 
PKH di Kabupaten/Kota; 

b. Melakukan supervisi, pengawasan dan 
pembinaan terhadap pelaksanaan 
PKH di tingkat Kabupaten/Kota; 

c. Melaporkan secara berkala capaian 
pelaksanaan PKH ditingkat 
Kabupaten/Kota kepada Pelaksana 
PKH Provinsi dan Pelaksana PKH 
Pusat; 

d. Membantu menyelesaikan masalah 
yang timbul selama pelaksanaan PKH 
dilapangan. 

 
 
Ketiga :  Tugas dan tanggung jawab  Pelaksana 

Program Keluarga Harapan (PPKH) 
Kabupaten Kerincisebagai berikut : 

 
1.  Pengarah PPKH Kabupaten Kerinci  

Mengarahkan pelaksanaan  PKH 
sesuai dengan kebijakan, arahan, dan 



 
 

jadwal kegiatan  yang telah ditentukan  
oleh Pelaksana PKH Pusat;  
 

2.  Ketua Pelaksana PKH Kabupaten 
Kerinci  
Bertanggung jawab dalam  penyediaan  
berbagai informasi PKH di Daerah dan 
memastikan  terlaksananya  sosialisasi 
PKH di Daerah, memfasilitasi pelatihan 
/bimbingan  teknis  bagi seluruh 
pemangku  kepentingan  di Daerah, 
mendorong  agar pemerintah Kab/Kota 
menyediakan  fasilitas kesehatan dan 
pendidikan  bagi peserta PKH dan 
menyampaikan  seluruh laporan 
kegiatan. 
 

3.  Sekretaris Pelaksana PKH Kabupaten 
Kerinci 
Mempersiapkan  jadwal dan agenda  
rapat-rapat  rutin Tim koordinasi  teknis  
Pelaksana PKH Kabupaten, 
melakukan pengawasan dan 
pembinaan terhadap  pelaksanaan  
PKH  di tingkat Kabupaten, dan 
melaporkan kegiatan pelaksanaan  
PKH secara berkala kepada Pelaksana 
PKH Pusat; 
 

4. Koordinator Kabupaten Kerinci 
- Bidang  Data  

Memantau pelaksanaan  validasi  
dalam pertemuan awal serta 
pemutakhiran data  setiap bulan  
yang dilakukan  oleh Pelaksana 
PKH Kabupaten/Kota. 
Menginformasikan  dan 
menindaklanjuti  penyelesaian  
masalahnya  kepada pihak lain 
terkait data peserta sesuai derajat  
permasalahannya  secara 
berjenjang. Dan melaporkan  
secara berkala hasil pemantauan  
perubahan  data peserta dan 
anggota keluarga kepada 
Pelaksana PKH  Provinsi dan 



 
 

Pelaksana PKH Pusat secara 
berjenjang; 
  

- Bidang Sistem Pengaduan  
Masyarakat  

 Memantau, mengelola, 
menginformasikan  dan 
menyelesaikan  pengaduan  
kepada  instansi/pihak terkait 
sesuai  dengan derajat 
permasalahannya secara 
berjenjang. Melaporkan secara 
berkala pengaduan  masyarakat  
kepada Pelaksana PKH  Provinsi 
dan Pelaksana PKH Pusat. 

 
6. Pendamping PKH 

- Bidang Penyaluran  Bantuan 
Memantau, mengelola, 
menginformasikan dan  
menyelesaikan permasalahan 
penyaluran bantuan kepada 
instansi/pihak terkait  sesuai 
dengan derajat permasalahannya 
secara berjenjang. Melaporkan 
secara berkala pengaduan  
masyarakat  kepada Pelaksana 
PKH Provinsi dan Pelaksanan PKH 
Pusat; 
 

7. Operator  PKH 
- Bidang Verifikasi 

Memantau, mengelola, 
menginformasikan dan 
menyekesaikan permasalahan  
verifikasi  peserta PKH kepada 
instansi/pihak terkait sesuai  
dengan derajat  permasalahannya 
secara  berjenjang. Melaporkan  
secara    
berkala capaian  dan permasalahan  
verifikasi peserta PKH  kepada 
Pelaksana PKH  Provinsi  dan 
Pelaksana PKH Pusat. 

 
   



 
 

 Keempat :         Segala biaya dalam kegiatan Pelaksana PKH 
Kabupaten Kerinci   sebagaimana di 
maksud dalam Diktum KEDUA 
dibebankan pada DIPA Kementerian 
Sosial RI Tahun Anggaran 2017 Ditjend 
Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 
SP DIPA - 027.05.3.109011/2017  tanggal   
07 Desember  2016. 

 
Kelima :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 

02 Januari  s.d 31 Desember 2017 
dengan ketentuan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya sesuai dengan 
aturan dan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Keenam :  Salinan Surat Keputusan ini disampaikan 

kepada masing-masing yang 
bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan dengan rasa tanggung 
jawab. 

 
 
    DITETAPKAN DI   :    

KERINCI  
    PADA TANGGAL  :         

April  2017 M 
                           

Rajab  1438 H 
   

 ____________________
_______________ 

        
    KEPALA DINAS SOSIAL  
    KABUPATEN KERINCI 
 

 
 
 
 Drs. JUANDA SASMITA 
 Pembina Tk.I 
 NIP. 19670815 199303 1 

008 
 

 



 
 

 
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada  : 
Yth.   1.  Menteri Sosial RI di Jakarta 

    2.  Gubernur  Jambi 
    3.  Bupati Kabupaten  Kerinci. 
    4.  Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jumlah Penerima PKH di Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2017 

No. KECAMATAN 2014 2015 2016 2017 

KPM KPM KPM KPM 

1 Air Hangat 163 163 757 680 

2 Air Hangat Barat - 143 224 199 

3 Air Hamngat Timur - 308 442 405 

4 Batang Merangin 213 201 401 365 

5 Bukit Kerman - 169 186 177 

6 Danau Kerinci 290 284 611 603 

7 Depati VII 199 186 605 563 

8 Gunung Kerinci 111 106 508 474 

9 Gunung Raya 164 160 370 350 

10 Gunung Tujuh 140 139 383 377 

11 Kayu Aro 258 249 661 631 

12 Kayu Aro Barat - 129 198 181 

13 Keliling Danau 163 157 625 596 

14 Stinjau Laut 187 187 614 564 

15 Siulak 302 300 970 903 

16 Siulak Mukai - 226 234 187 

GRAND TOTAL 2.190 3.107 7.789 7.256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar 

Dokumentasi pribadi saat wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Ssosial Kabupaten Kerinci. 

 

Gambar Dokumentasi pribadi saat wawancara dengan PPKH Kabupaten atau 

Koordinator Pendamping Kabupaten Kerinci. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gambar Dokumentasi pribadi saat wawancara dengan peserta PKH Kabupaten 

Kerinci.. 

 

 

 


